KOP SATUAN KERJA



_____________________________________________________________________


BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN DAN KERTAS KERJA PERSIAPAN PEMILIHAN
BAGIAN PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN …



Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun …, bertempat di …, kami yang bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melakukan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan dan sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan untuk :

Nama Paket Pengadaan 	:	……
Satuan Kerja	:	……
Tahun Anggaran	:	……
Lokasi Pekerjaan	:	……
Volume Pekerjaan	:	……
Uraian Pekerjaan	:	……
Sumber Dana	:	……
Nilai Pagu Anggaran	:	……
Nilai HPS	:	……
Jenis Pengadaan 	:	Barang

dengan dokumentasi reviu sebagai berikut :

BAGIAN KESATU

A. Reviu Spesifikasi Teknis
Reviu spesifikasi teknis untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  

(kolom catatan/pembahasan merupakan contoh isian)



	No.
	Uraian / Pertanyaan
	Catatan / Pembahasan

	1
	Apakah spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran?
	Spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran, dan sudah sesuai.

	2
	Apa sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan spesifikasi?
	Penyusunan spesifikasi oleh PPK berdasarkan identifikasi kebutuhan dokter bedah. Kemudian PPK melakukan inventarisasi pasar melalui pengumpulan informasi alat kedokteran yang tersedia, untuk memilih spesifikasi yang sesuai.

	3
	Apakah menggunakan Ahli/Tim Teknis atau pihak lain dalam menyusun spesifikasi? Sudahkan dilakukan pembahasan dengan penyusun? 
	Menggunakan Tim dalam menyusun spesifikasi dan sudahkan dilakukan pembahasan dalam penyusunannya.

	4
	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kualitas / mutu yang harus dipenuhi penyedia? 
	Untuk pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kualitas / mutu yang harus dipenuhi, PPK menggunakan pendekatan kriteria spesifikasi teknis, fungsi, dan kinerja.
(pastikan spesifikasi barang/jasa sudah mempertimbangakan PDN atau pelaku usaha dalam negeri) :
· Persyaratan TKDN minimal


	5
	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia?
	Elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia telah dinyatakan dengan jelas yaitu 1 (satu) unit Modulair Operating Teather. Namun alat pendukungnya belum disebutkan dengan jelas kuantitasnya yang dibutuhkan.

	6
	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek waktu yang harus dipenuhi penyedia?
	Pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek waktu yang harus dipenuhi penyedia sudah ditentukan, yaitu harus bisa disediakan selama 90 hari setelah penandatanganan kontrak.

	7
	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia?
	Elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia sudah ditentukan pada unit kerja A, namun secara spesifik lokasi utamanya belum ditentukan.

	8
	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia?
	Pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia baru menetukan lama garansi, belum ditetapkan aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia.

	9
	Apakah sudah dilakukan penelaahan hal-hal yang berpotensi diskriminatif dalam spesifikasi atau persyaratan?
	PPK sudah menelaah dan meyakini tidak terdapat hal yang diskriminatif, namun dalam pembahasan ditemukan ada ada kriteria ukuran/dimensi yang mengarah kepada penyedia tertentu.

	10
	Apakah spesifikasi didukung dengan persyaratan ISO / Standar Manajemen Mutu dan telah dilakukan pembahasan? 
(bila diperlukan)
	Tidak dipersyaratkan

	11
	Penyajian Spesifikasi Teknis berdasarkan Kepdep LKPP No 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan
Pokja merekomendasikan struktur spesifikasi teknis setidaknya memuat :
1. Spesifikasi mutu/kualitas :
a. Spesifikasi kinerja
b. Spesifikasi teknis
2. Spesifikasi waktu
3. Spesifikasi jumlah
4. Spesifikasi pelayanan
	Sudah sesuai dengan ketentuan pada Kepdep LKPP No 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan

	12
	Penyebutan minimal/maksimal atau rentang pada spesifikasi teknis, 
Pokja merekomendasikan untuk mengurangi point-point spesifikasi teknis, hanya mengambil spesifikasi utama dan menambahkan dengan minimal/maksimal atau rentang pada point spesifikasi
	Akan dipertimbangan rekomendasinya dan pada prinsipnya setuju dengan rekomendasi tersebut

	13
	Dokumen perencanaan pengadaan

Apakah saudara sudah melengkapi DPP ini dengan berbagai dokumen perencanaan pengadaan seperti:
a. Formulir identifikasi kebutuhan
b. Formulir perencanaan pengadaan
Sesuai dengan KepDep LKPP No 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan?
	PPK sudah melengkapi paket pengadaan ini dengan dokumen perencanaan pengadaan sesuai ketentuan LKPP



Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis
(apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi teknis dan/atau memberikan masukan di luar pertanyaan sebelumnya, silahkan dituangkan pada tabel di bawah ini)

	No.
	Uraian / Pertanyaan
	Catatan / Pembahasan

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	




Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:
	1. Untuk pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kuantitas / jumlah yang harus dipenuhi penyedia, PPK perlu menetapkan kuantitas alat pendukung yang dibutuhkan.
2. Untuk pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tempat yang harus dipenuhi penyedia, PPK perlu menetapkan lebih spesifik lokasi barang tersebut ditempatkan atau jika belum dapat ditentukan, maka ditambahkan penjelasan bahwa lokasi barang akan ditentukan pada saat pelaksanaan kontrak.
3. Untuk pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia, PPK perlu menetapkan aspek tingkat pelayanan lain yang harus dipenuhi penyedia, seperti kejelasan lama garansi, tanggungjawab uji fungsi, tanggung jawab pelatihan, dan tanggungjawab pemeliharaan tertentu.
4. PPK perlu memperbaiki kriteria ukuran/dimensi pada kriteria 4.2 dan 4.3 yang terindikasi mengarah kepada penyedia tertentu.




B. [bookmark: _Hlk482518106]Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan  dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.  

(isian pada kolom catatan merupakan contoh isian)

	No.
	Uraian
	Catatan 

	1
	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?
	HPS sudah sinkron dengan Pagu Anggaran

	2
	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?
	PPK telah mengajukan permohonan informasi harga kepada 3 (tiga) distributor tunggal, yaitu : Distibutor X, Distibutor Y, dan Distibutor Z. Kemudian nilai HPS dikalkulasikan berdasarkan informasi tersebut.

	3
	Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS?
	Tidak ada. PPK menggunakan pendekatan efisiensi harga dari 3 informasi harga yang ada. 
PPK mendapatkan informasi harga yang memuat nilai diskon, dan sudah dikurangi.

	4
	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?
	PPK sudah menambahkan nilai PPN dan PPh dalam kalkulasi HPS, karena berdasarkan hasil survey, harga belum termasuk PPN dan pembayaran PPh.

	5
	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?
	Sesuai, kurang 28 hari dari perkiraan batas akhir pemasukan penawaran

	6
	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?
	Permintaan harga kepada 3 (tiga) distributor tunggal dan surat jawabannya. Namun tidak diperlihatkan pada saat reviu



Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Harga Perkiraan Sendiri
(apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan terkait hal ini dan/atau memberikan masukan di luar pertanyaan sebelumnya, silahkan dituangkan pada tabel di bawah ini)

	No.
	Uraian / Pertanyaan
	Catatan / Pembahasan

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	




Rekomendasi Hasil Reviu: 
	1. Untuk kalkulasi PPh agar dihapus, karena itu merupakan tanggungjawab penyedia dan tidak dikalkulasikan di nilai Total HPS
2. PPK perlu pastikan bahwa riwayat penyusunan HPS dan kalkulasinya didokumentasikan dengan baik.




C. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:  
1) Naskah Perjanjian;
2) Syarat-syarat Umum Kontrak;
3) Syarat-syarat Khusus Kontrak;
4) Ketentuan Uang Muka;
5) Ketentuan Jaminan Pengadaan;
6) Ketentuan Sertifikat Garansi;
7) Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan/atau 
8) Ketentuan Penyesuaian Harga.
9) Draft Program Mutu yang nantinya disusun oleh Penyedia


(isian pada kolom catatan merupakan contoh isian)

	No.
	Uraian
	CONTOH Catatan 

	1
	Apa standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?
	Mengacu Model Dokumen Pemilihan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 

	2
	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?
	Jenis kontrak yang dipergunakan adalah Jenis Kontrak Lumsum, dan sesuai karakteristik pengadaan.

	3
	Apakah bukti kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?
	Bukti kontrak yang dipergunakan adalah Surat Perjanjian, dan sesuai dengan nilai pengadaan.

	4
	Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak / perjanjian telah dipenuhi, antara lain: 
a. jenis kontrak
b. masa pelaksanaan dan pemeliharaan
c. sanksi dan denda
d. pembayaran prestasi kerja
e. uang muka
	(Pastikan terkait sanksi ketidak sesuain realisasi TKDN sudah tercantum)


	5
	Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi ?
	Pastikan klausul-klausul terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, Daftar Produk Impor, dll sudah tercantum dalam SSUK dan SSKK

	6
	Apakah rancangan kontrak sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen pemilihan?
	Secara umum rancangan kontrak masih sama dengan format yang terdapat di dalam standar dokumen pemilihan, belum dilakukan pengisian secara lengkap dan penataan tulisan yang belum optimal kerapiannya.

	7
	Draft Program Mutu
Apakah pada draft Program Mutu yang nantinya disusun oleh penyedia, PPK menentukan titik-titik kritis? Apabila ditentukan, mohon berkenan dapat diuraikan titik-titik kritis tersebut
	Titik kritis 1 (konsekuensi Surat Peringatan 1)
	Titik kritis
	Target waktu

	
	



Titik kritis 2 (konsekuensi Surat Peringatan 2)
	Titik kritis
	Target waktu

	
	



Titik kritis 3 (konsekuensi Surat Peringatan 3)
	Titik kritis
	Target waktu

	
	



Atau PPK dapat menjawab:
Diserahkan sepenuhnya kepada penyedia pada saat pelaksanaan kontrak






Reviu klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Rancangan Kontrak
(apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan terkait hal ini dan/atau memberikan masukan di luar pertanyaan sebelumnya, silahkan dituangkan pada tabel di bawah ini)

	No.
	Uraian / Pertanyaan
	Catatan / Pembahasan

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	




Rekomendasi Hasil Reviu: 
	1. PPK harus melengkapi terlebih dahulu bagian dari SSKK dan beberapa bagian dari rancangan kontrak, yaitu pilihan atas sanksi denda keterlambatan, cara pembayaran prestasi kerja, dan penentuan nilai uang muka, sehingga layak menjadi rancangan kontrak dokumen pemilihan.
2. PPK perlu merapikan format tulisan dalam rancangan kontrak sehingga lebih rapi dan representatif.




D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

Isian pada kolom catatan merupakan contoh isian

	No.
	Uraian
	Catatan 

	1
	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran?
	Tersedia pada ………., pada kode anggaran: 1.02.1.02.02.aa.bb. 5. 2.3.cc.dd

	2
	Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran?
	Sesuai / mencukupi

	3
	Mohon dapat diuraikan kode Akun yang digunakan dalam paket pengadaan ini, termasuk Apabila paket pengadaan ini terdiri lebih dari 1 akun, mohon dapat dijelaskan
	Paket pengadaan ini terdiri dari 
	Akun
	

	Pagu
	

	HPS
	



	Akun
	

	Pagu
	

	HPS
	



Catatan:
Apabila terdapat lebih dari 1 akun maka Pokja Pemilihan akan memuat ketentuan tambahan pada Dokumen Pemilihan pada Lembar Data Pemilihan, klausul “sumber pendanaan” bahwa:
HPS untuk masing-masing akun dijelaskan sebagai berikut 
	Akun
	

	Pagu
	

	HPS
	



	Akun
	

	Pagu
	

	HPS
	


Dengan ketentuan apabila penawaran peserta melebihi HPS pada minimal salah satu akun, maka Pokja Pemilihan akan menggugurkan penawaran peserta pada evaluasi harga, karena tidak dapat dibayarkan, kecuali apabila hanya menyisakan 1 peserta untuk diselesaikan dengan negosiasi harga untuk mendapatkan kesepakatan sedemikian hingga penawaran harga tidak ada yang melebihi HPS pada masing-masing akun





Rekomendasi Hasil Reviu: 
	-






E. Reviu ID Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

(isian pada kolom catatan merupakan contoh isian)

	No.
	Uraian
	Catatan 

	1
	Apakah paket telah terdaftar di RUP?
	Sudah sesuai. ID Paket 21802xxx

	2
	Apakah pengisian sudah benar? 
(Apakah tag PDN sudah dipilih apabila ditemukan ada Produk dengan TKDN + BMP minimal 40%)
	Pastikan di SIRUP tentang tagging PDN 



Rekomendasi Hasil Reviu: 
	-






F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

(isian pada kolom catatan merupakan contoh isian)

	No.
	Uraian
	Catatan 

	1
	Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?
	Mencukupi

	2
	Apakah ada kebijakan tertentu dalam alokasi waktu?
	PPK meminta Pokja Pemilihan efisiensikan penggunaan waktu, mengingat batas akhir tahun anggaran.



Rekomendasi Hasil Reviu: 
	1. PPK segera memperbaiki Dokumen Persiapan Pengadaan, sehingga proses tender bisa segera dilaksanakan.
2. Pokja Pemilihan tetap melaksanakan proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan.




G. Reviu Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.  

(isian pada kolom catatan merupakan contoh isian)

	No.
	Uraian
	Catatan 

	1
	Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar?
	Terdapat penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri, diantaranya beberapa distributor tunggal yang dapat memenuh spesifikasi barang dimaksud

	2
	Pemberian Preferensi harga pada paket >=1 M : ditentukan besaran insentif (Preferensi) bagi penyedia yang menawarkan PDN dengan TKDN min 25%

	Pastikan untuk nilai paket tersebut sudah menetapkan besaran (%) preferensi harga (yang akan dicantumkan pada domumen pemilihan)

	3
	Adakah persyaratan khusus?
	Tidak ada



Rekomendasi Hasil Reviu: 
	-








H. Masukan/Usulan Pejabat Pembuat Komitmen terkait persyaratan penyedia
1) Persyaratan kualifikasi
	Kualifikasi administrasi
	Usulan persyaratan
	Alasan PPK
	Tanggapan Pokja

	Pelaku usaha dalam negeri (?)
	
	Setuju/tidak setuju

	
	
	

	
	
	




Kualifikasi teknis
	Usulan persyaratan
	Alasan PPK
	Tanggapan Pokja

	
	
	Setuju/tidak setuju

	
	
	

	
	
	



Kualifikasi kemampuan keuangan
	Usulan persyaratan
	Alasan PPK
	Tanggapan Pokja

	
	
	Setuju/tidak setuju

	
	
	

	
	
	






2) Persyaratan teknis 
	Usulan persyaratan
	Alasan PPK
	Tanggapan Pokja

	
	
	Setuju/tidak setuju

	
	
	

	
	
	




[bookmark: _Hlk60112931]

BAGIAN KEDUA
(isian jawaban di bawah ini hanya merupakan contoh untuk mempermudah pemahaman)

Rapat persiapan pemilihan penyedia :
1. Hari / Tanggal	:	………………
2. Tempat	:	Ruang Pertemuan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ……..
3. Waktu (Jam)	:	08.30 s.d 10.15 WIB
4. Kehadiran Pokja	: 	
	
	No.
	Nama Kelompok Kerja
	Catatan (Hadir / Ketidakhadiran) 

	1
	Pokja F
	Hadir

	2
	Pokja R
	Hadir

	3
	Pokja Z
	Hadir



Dengan hasil penetapan sebagai berikut (Menggunakan kertas kerja format yang distandarkan, mencoret bagian yang tidak dipilih) :

I. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

	No.
	Uraian
	Pilihan / Dasar Pertimbangan

	1
	Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan
	a. Penunjukan Langsung 
b. Tender 
c. Seleksi

	2
	Pertimbangan teknis pemilihan metode
	a. Penunjukan Langsung 
Memenuhi kriteria keadaan tertentu untuk dilakukan Penunjukan Langsung
b. Tender 
Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing, 
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.
c. Seleksi
Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi.  


Dasar : 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Lampiran, Bagian III).


J. Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. 

	No.
	Uraian
	Pilihan / Dasar Pertimbangan

	1
	Metode kualifikasi yang dipergunakan
	a. Prakualifikasi
b. Pascakualifikasi

	2
	Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan
	a. Pascakualifikasi 
dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau  2) Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
b. Prakualifikasi 
dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia : 1) Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; b) Seleksi untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 3) Penunjukan Langsung.

	3
	Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan
	a. sistem gugur
b. sistem pembobotan dengan ambang batas 

	4
	Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan
	a. Sistem gugur
Untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan pada proses Penunjukan Langsung; atau
b. Sistem pembobotan dengan ambang batas.
Untuk Penyedia Jasa Konsultansi.


Dasar : 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Lampiran, Bagian III).


K. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.  

	No.
	Uraian
	Pilihan / Dasar Pertimbangan

	1
	Syarat syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa
	a. Memiliki izin usaha dengan ketentuan
i. Izin usaha ……
ii. Kualifikasi ……
iii. Bidang ……..
b. Untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha.
c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha 
d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan). 
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
g. Surat Pernyataan Pakta Integritas (Via SPSE).
h. Surat pernyataan (Via SPSE)

	2
	Syarat Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia
	a. Memiliki pengalaman: 
1) Penyediaan barang pada divisi yang sama  paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam  kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
Dengan kode KBKI
Kode KBKI No …………..
Uraian …………………….
; dan 
2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam  kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
Dengan kode KBKI
Kode KBKI No …………..
Uraian …………………….. 
b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

	3
	Syarat Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan
	Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan.


Dasar : 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.




L. Penetapan Persyaratan Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.  

	No.
	Uraian
	Pilihan / Dasar Pertimbangan

	1
	Persyaratan teknis penyedia, yang akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi
	1. Spesifikasi teknis dan identitas
2. Brosur atau gambar per item barang disertai petunjuk spesifikasi
3. Proposal teknis perkiraan biaya pemeliharaan selama umur ekonomis (total cost ownership)
MINIMAL TERDIRI DARI :
a. Pemahaman Atas Jasa Layanan Yang Tercantum Dalam Spesifikasi Teknis
b. Metodologi 
c. Hasil kerja
d. Gagasan baru
e. Jadwal pelaksanaan/pengiriman barang
f. Perhitungan Total Cost Ownership (TCO)
4. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan Program Mutu saat ditunjuk sebagai pemenang







M. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.  

	No.
	Uraian
	Pilihan / Dasar Pertimbangan

	1
	Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan
	B/JL : 
a. Sistem Nilai
b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
c. Harga Terendah

JK :
a. Kualitas dan Biaya
b. Kualitas
c. Pagu Anggaran
d. Biaya Terendah

	2
	Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan
	B/JL : 
a. Sistem Nilai
Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis
b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
Untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur
ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
c. Harga Terendah
Untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang Spesifikasi jelas dan standar, Persyaratan teknis mudah dipenuhi, dan Harg a/biaya adalah kriteria evaluasi utama.

JK 
a. Kualitas dan Biaya
digunakan  untuk  pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK; dan  besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.
b. Kualitas
Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.  
c. Pagu Anggaran
Digunakan untuk ruang lingkup
pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK
dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran. 
d. Biaya Terendah
Digunakan untuk pekerjaan
standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan
pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan
tertentu.

	3
	Pembobotan nilai dalam metode evaluasi
	a. Tidak ada 
b. Sistem Nilai untuk B/PK/JL
Bobot harga antara 30%-40%, bobot teknis antara 60%-70%.
Pembobotan yang dipergunakan adalah : 
Bobot harga : ……. %
Bobot teknis : ……. %
dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir
c. Kualitas dan Biaya untuk JK
Bobot harga antara 20%-40%, bobot teknis antara 60%-80%.
Pembobotan yang dipergunakan adalah :
Bobot harga : ……. %
Bobot teknis : ……. %
dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir

	4
	Passing grade dalam metode evaluasi
	a. Tidak ada
b. Passing grade : ……. 
dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir

	5
	Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi
(Tidak untuk B/PK/JL)
	Acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut:  
a. pengalaman (10 – 20%);  
b. proposal teknis (20 – 40%);  
c. kualifikasi tenaga ahli (50 – 70%); 
d. jumlah bobot a+b+c=100%.
Pembobotan yang dipergunakan adalah :
a. Pengalaman : …… % 
b. Proposal teknis : …… %
c. Kualifikasi tenaga ahli : …… %
dengan catatan perhitungan dan pertimbangan terlampir.

	6
	Perhitungan Harga Evaluasi Akhir
	Pada pengadaan dengan nilai HPS minimal Rp 1 Milyar, maka penyedia yang menawarkan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 25%, akan mendapatkan preferensi sebesar …………%, dan akan dilakukan perhitungan Harga evaluasi akhir dengan mempertimbangan preferensi tersebut, dengan rumus :

HEA = (1 – KP) x HP
KP   = preferensi x TKDN
HP   = harga penawaran untuk item barang yang ditawarkan



Dasar : 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 



N. Penetapan Metode Penyampaian Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.  

	No.
	Uraian
	Pilihan dan Dasar Pertimbangan

	1
	Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan
	a. 1 File
b. 2 File
c. 2 Tahap

	2
	Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan
	a. 1 File, digunakan untuk :
1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung. 
2) JK melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung. 
b. 2 File, digunakan untuk :
1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Sistem Nilai, metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dan metode evaluasi Harga Terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas.  
2) JK melalui Seleksi. 
c. 2 Tahap, digunakan untuk B/PK/JL yang memiliki karakteristik: 
1) Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada Dokumen Pemilihan; 
2) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;  
3) Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau 
4) Membutuhkan penyetaraan teknis.


Dasar : 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 


O. Penetapan Tahapan dan Jadwal

	No.
	Uraian
	Catatan / Dasar Pertimbangan

	1
	Pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan.
	PPK meminta Pokja Pemilihan efisiensikan penggunaan waktu, mengingat batas akhir tahun anggaran. 
Pokja Pemilihan menyusun jadwal proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan.

	2
	Plotting tahapan dan jadwal 
	Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE




P. Penetapan Dokumen Pemilihan 

	No.
	Uraian
	Catatan / Dasar Pertimbangan

	1
	Model Dokumen Pemilihan yang dipergunakan.
	Mengacu standar dokumen sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

	2
	Teknis penyusunan dokumen pemilihan
	Draft dokumen pemilihan disusun oleh Pokja F dan Pokja R, kemudian diperiksa oleh Pokja Z sebagai Quality Control.


Dasar : 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia


Disusun di : ………………………….  Tanggal : ………………………………..
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